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TTNTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTTGRITAS MENUJU

DI PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a bahwa dalaur rangka mewujudkan birokrasi ya
profesional, akuntabel dan melayani, perlu dilakuka
Pelaksanaan Pembangunan Zona Inte8ritas Menujtr Wi
dari Korupsi dan Wilayah Birolilasi Bersih datr Melayani

b bahwa unit kerja yarrg diusulkan menuju Wilayah Be

darr Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di K
Perencanaan Penrbangunan Nasional/Badan P

Penrbangunan Nasional telah ditetapkan yaitu Ptrsat
Pendrdikan dan Pelatihan Perencana, berdasarkan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiorral/Ke
Pererlcallaan Pentbangrttran Nasioual Nolllor
M.PPN/SES/HK / 05 / 2019 tentanS Penetapan Unit
Diusulkan Menuju Wilayah Bebas dari Kolupsi d
Biroklasi Bersih dan Melayani di Ketrtenterian
Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pe

Nasiona[;

bahwa pejabat dan pegawai yanS namanya tel'can
Lanrpiran Keputusan ini dianggap mantpu dan
persyaratan untuk duduk dan ntelaksanakall tugas se

Tinr Pelaksana Pembangunan Zona lnte8t'itas Menu
Bebas dali Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Pusat Penrbinaan Perrdidikan dan t'elatihan Perencana
Pcrencartaan Pembangutran Nasional/Badan
Pembangunan Nasional;
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Mengingat : 1

d bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Ke

Perellcanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris U
Perencanaan Pembangunan Nasional, ntaka anggota Tinr
Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas da
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kententerian Pe

Penrbangunan Nasiotral/Badan Peretrcanaan Penl

Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pe

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perettcanaan Pent
Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pendapatan dan Belanja NeSara Tahun Anggarun 2019
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223,
lrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nonlor 45 Tahun 2013 tentanS
Pelaksanaan AnSgaran dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2O15 tentang
Kementerian NeSara;

Peratvran Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Perencafiaan Pembangunan Nasional;

Petaturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Peru
Peratvran Presiden Nomor 66 Tahun 2O75 tenta
Perencanaan Pembangunan Nasional;

6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasio
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6
tentang Perubahan atas Peratul'an Menteri
Penrbangunan Nasional Notnor 4 Tahun 2016 tentang
dan Tata Kerja Ketnenterian Perencanaan Pe

Nasional/Badan Perencal'laan Pentbangunan Nasional;

Peraturan Menteri NeSara Perencanaan Pe

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunatr
Nomor 5 Tahun 2016 tentanS Pedoman Perencanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan

?eraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da
Birkorasi Nontor 52 Tahun 2074 tentanS Pedoman Pe

Zona InteSritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
Biroklasi Bersih dan Melayani di Lingkungatl Instansi Pe
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KEP. 1 0 5 /M.PPN / SES / HK / O 5 / 20 1 9 tentang Penetapan
Yang Diusulkan Menuju Wilayah Bebas dari Kolupsi
Birokrasi Bersih dan Melayani di Kenlentenal.t
Pembangunan Nasional/Badan Per:encanaan Pe
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MEMT]TUSKAN:

Me netapkarr KXPUTUSAN MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBENTUKAN TIM PETAKSANA PEMBANGUNAN ZONA
MENUJU WITAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BERSIH DAN MELAYANI DI PUSAT PEMBINAAN PENDID
PELATIHAN PERXNCANA KNMENTERIAN
PEMBANGUNAN NASIONAI,,/BADAN PERENCANAAN
NASIONAL.

PERTAMA Menrbentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integrt
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih da
di Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihari Perencana Ke

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pe

Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Pelaksana ZI-WB
dengan susunan keanggotaan sebagaintana tercantum dalam
Keputusan ini.

KETIGA

KEDUA Tim Pelaksana ZI-WBK/WBBM terdiri atas Pengarah,

Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

Pengarah bertugas menrberikan arahan kebijakan,
nrembimbing, dan memantat kemajuan dan memberi saran
atas permasalah an pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT Penan3gung Jawab bertz,n1guing jawab atas pe laksanaan ke

KELIMA

melaporkan hasi[ kegiatan kepada Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. nten)'usun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pe

WBK/WBBM;

b. nrelaksanakan kegiatan Pelaksanaan ZI-WBK,/WBBM
Penrbinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana; dan

nrelaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada
Petencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

KEENAM

Pembangunan NasionaI melalui Penanggung Jawab Kegia

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Pelaksana ZI-WBK,/WBBM dtbebankan pada Anggaran Pend
Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
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Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 20 1 9

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Z-
RR. futa Erawati



SALINAN

LAMPIRAN

KEPTJTUSAN MXNTTRI PPN/ KEPAIA B

NOMOR KEP. 1 O6IM.PPN/SES/HK/05

TANGGAI 37 L,lEl2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WI-{YAH

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYAN]

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENGARAH Sekretaris Kementerian PPN/Sekreta
Bappenas,

B. PENANGGUNGJAWAB Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan da
Petencan .

C TIM PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

AnSSota

Kepala Bidang Perencanaan dan
Pendidikan dan Pelatihan.

Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelatihan Perencanaan Gelar.
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Kepala Bidang Penyelenggaraan
dan Pelatihan Non Gelar;
Kepala Bidang Pentbittaan dall Pe

Jabatan FungsionaI Perencana;
Kepala Sub Bidang Perencanaa
Pendidikan dan Pelatihan;
Kepala Sub Bidang Pengembangan
Ptasarana, Inforntasi, dan l.ay anan
dan Pelatlhan;
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pe

Pelatihan Gelar;
Kepala Sub Bidang Pemantatun
Pendidikan dan Pelatihan Gelar;
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pe

Pelatlhan Non Gelar;
Kepala Sub BidanS Pemantaual'l
Pendidikan dan Pelatihan Non Gel
Kepala Sub Bidang Pengetrrba
Akreditasi Jabatan Futrgsional Pere

Kepala Sub Barian Tata Usaha Pusb

Dra. Teresna Murti, SH, MPM.
10
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D. TTNAGAPENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

2-

1. Niken Wardhani, SE;

2. \uliami;
3. Nunik Ispriyanti;
4. Mulyani;
5. Suroyo.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO
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RR. futa Erawati


